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PERGESERAN PARADIGMA
UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)
DALAM PENYELENGGARAAN POSYANDU *)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan jumlah posyandu di Indonesia saat ini mencapai 296.777, namun belum diikuti
dengan peningkatan kualitas. > Beberapa peraturan yang diterbitkan untuk menguatkan kualitas dan
kedudukan Posyandu terintegrasi di masyarakat belum optimal. ® Penyelenggaraan Posyandu
membutuhkan dukungan lintas sektoral tidak hanya Kementerian Kesehatan saja. Kemampuan
Kemenkes dalam mendukung penyelenggaraan posynadu sekitar 30%, sedangkan sisanya 70%
memerlukan dukungan K/L lainnya.* Salah satu penyebabnya adalah belum terintegrasinya kebijakan
dalam mendukung penyelenggaraan posyandu. Beberapa usulan altenatif kebijakan adalah 1)
Menyusun juklak, juknis turunan dari kebijakan yang ada untuk pelaksaan integrasi penyelenggaraan
posyandu LKD, 2) Mengkampanyekan secara masiv kepada masyarakat terkait layanan kesehatan
Posyandu-LKD, 3). Mendorong penguatan pembiayaan Posyandu dari berbagai sumber pendanaan
baik dari APBD, APBDes maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki.

Rekomendasi yang diajukan adalah 1). Perlunya menginisi Rancangan Kebijakan Presiden
dalam mengoptimalkan fungsi Posyandu-LKD, 2) Perlunya menginisiasi pembentukan Tim
Percepatan Integrasi Penyelenggaraan Posyandu-LKD yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui
potensi-potensi yang ada di desa dengan memperhatikan kearifan lokal.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Permenkes No.8 tahun 2019 pada pasal 1 ayat 2 Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat, dengan
pembinaan sektor kesehatan, lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait lainnya. sebagai acuan bagi
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, terkait lainnya dalam mewujudkan peran aktif dan kemandirian
masyarakat untuk hidup sehat. Salah satu bentuk UKBMnya adalah Posyandu. Pada ayat 2, Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat sesuai pasal 4 dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif. Secara
teknis dibina oleh Puskesmas, secara kelembagaan dibina oleh pemerintah desa sesuai pasal 6 ayat 2 dan 3.

Sementara itu Integrasi layanan sosial dasar sesuai Permendagri No.19 Tahun 2011 Belum berjalan
optimal. Saat ini UKBM Posyandu sudah menjadi LKD (Posyandu-LKD) sesuai Permendagri No. 18 Tahun
2018. Semua desa harus memiliki Posyandu-LKD dengan ruang lingkup semua kelompok usia dan semua
urusan/kegiatan kesehatan telah disiapkan pendanaannya. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan desa
yang ternyata belum operasional implementasinya dilapangan.

Permasalahan dalam hal ini adalah penyelenggaraan layanan kesehatan di posyandu belum
terintegrasi dengan layanan sosial dasar lainnya. Penyebabnya adalah karena kebijakan yang ada
belum operasional dilapangan, sumber daya belum optimal serta manajemen tatakelola yang belum
berjalan efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan belum optimalnya integrasi
penyelenggaraan posyandu LKD dan layanan sosial dasar lainnya, Belum optimalnya peran sektor
swasta dalam penyelenggaran posyandu LKD, Belum optimalnya upaya promotif dan preventif serta
pemberdayaan masyarakat di desa.



Adapun analisis permasalahan terkait situasi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan
pohon masalah (problem tree analysis) dengan rincian sebagai berikut:
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USULAN KEBIJAKAN/REKOMENDASI/OPSI KEBIJAKAN

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil pemetaan masalah tentang layanan kesehatan di posyandu belum
terintegrasi dengan layanan sosial dasar lainnya seperti dia atas. Policy Brief ini akan memfokuskan
Bagaimana  Pergeseran Paradigma Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dalam
Penyelenggaraan Posyandu Terintegrasi. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dibuat beberapa
alternatif kebijakan, sbb:

1. Menyusun juklak, juknis turunan dari kebijakan yang ada untuk pelaksaan integrasi
penyelenggaraan posyandu LKD.

2. Mengkampanyekan secara masiv kepada masyarakat terkait layanan kesehatan Posyandu-LKD.

3. Mendorong penguatan pembiayaan Posyandu LKD dari berbagai sumber pendanaan baik dari
APBD, APBDes maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki.

Berdasarkan 3 alternatif kebijakan diatas selanjutnya dilakukan penilaian dengan
menggunakan kriteria tertentu untuk menentukan rekomendasi kebijakan utama yang perlu di
tindaklanjuti oleh pengambil kebijakan. Kriteria untuk menilai alternative kebijakan yang ditawarkan
dilakukan dengan menggunakan pendekatan matrik analisis berdasarkan hasil penilaian terhadap
pembiayaan, aksesibilitas, kemudahan pelaksanaan dan keberterimaan, sebagai berikut:

1 Pembiayaan Menilaia sumber pembiayaan Program posyandu dari pemerintah pusat, pemerinta
daerah, serta sektor swasta lainnya untuk integrasi layanan kesehatan dan layanan sosial
dasar lainnya di posyandu desa.

2 Aksesibilitas Menilai Kemudahan yang disediakan bagi semua orang baik secara fisik/non fisik guna

mewujudkan kesamaan kesempatan memperoleh layanan kesehatan dan layanan sosial
dasar lainnya di Posavandu desa.

3 kemudahan pelaksanaan |Menilai Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi’Kab/Kota, serta desa
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan layanan sosial dasar lainnya di
Posyandu Desa

4 Keberterimaan Menilai sejauh mana Penerimaan berbagai pihak (pemerintah, sektor swasta, lembaga
kemasyarakatan/Ormas, dan akademisi terhadap pelaksanaan integrasi layanan
kesehatan dan layanan sosial dasar lainnya di posyandu desa.




Kemudian diberikan pembobotan dari masing-masing kriteria dilakukan melalui upaya

brainstorming dengan memberikan bobot terbesar pada aksessibilitas (30%) dan Keberterimaan (30%).

Selanjutnya penilaian alternative kebiajakan yang paling tepat berdasarkan kriteria (rekomendasi
kebijakan) di lakukan melalui pendekatan analisis matriks (Grid Analysis) sebagai berikut:

1 Menyvusun julkdalc, julnis turunan dari
kebijakan vang ada untuk pelaksaan 16 23.5 16 27 84,5
integrasi penyelenggaraan posyandu LKD

Menglkampanyelkan secara masiv kepada

masyarakat terkait layanan kesechatan 16 23,5 15 27 83,5
Posyandu-LKD,
3 Mendorong penguatan pembiayvaan

Posyandu dari berbagai sumber pendanaan
baik dari APBD, APBDes maupun sumber
lainnya vang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan kewenangan vang dimililc

Skor Aternatif pada setiap kriteria di beri Rang 1 (Keseulitan Penerapan sangat T1ngg1) 10
(Kesulitan Penerapan Sangat Rendah).

Berdasarkan perhitungan di atas maka Rekomendasi Kebijakan yang di usulkan dalam jangka
pendek adalah pada alternative pertama yaitu Menyusun juklak, juknis turunan dari kebijakan yang
ada untuk pelaksaan integrasi penyelenggaraan posyandu LKD. Dan Peran Sektor Swasta di tingkat
pusat, dan pemerintah daerah (Provinsi/Kab/Kota), serta Pemerintah Desa. Sedangkan alternative ke
dua dapat dilakukan secara simultan untuk Mengkampanyekan secara masiv kepada masyarakat terkait
layanan kesehatan Posyandu-LKD. Sedangkan untuk alternatif ke-3 Mendorong penguatan
pembiayaan Posyandu dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBDes maupun sumber
lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. dapat di jalankan pada
jangka menengah dan panjang.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Rekomendasi Kebijakan yang diusulkan antara lain:

1. Perlu dilakukan upaya inisiasi Rancangan Kebijakan Presiden secara bersama dalam rangka
meningkatkan Integrasi Posyandu LKD, Dan Peran Sektor Swasta Dalam Rangka Pengendalian
Penyakit Berbasis Masyarakat secara teknis oleh BKPK kepada seluruh pemangku kepentingan
Terkait (K/L/D yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Layanan Kesehatan dan Layanan
Sosial Dasar lainya secara Konvergency, Akselerasi, Kalaborasi, Integrasi dengan simultan dan
parsial serta koperhensif secara teknis dan non teknis.

2. Perlu membentuk Tim Percepatan Integrasi Posyandu Layanan Sosial Dasar (TPIPLSD) di Tingkat
Pusat, daerah, dengan memfungsikan jaringan sosial kesehatan yang sudah ada terbentuk ditingkat
local mulai dari tingkat akar rumput sampai tingkat atas melalui optimalisasi koordinasi dan edukasi
serta sosialisasi program-prorgam kesehatan yang melibatkan partisipasi masyarakat banyak melalui
potensi-potensi desa dan kearifan local yang ada.
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